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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Dari hasil pelaksanaan kerja praktek dan pengamatan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cicadas telah memadai dan lengkap. Sesuai dengan keputusan terbaru mengenai formulir SPT Pasal 21 yang komputerisasi pun sudah tersedia dan dapat digunakan di KPP Bandung Cicadas. Sehubung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cicadas merupakan Kantor Cabang dari Direktorat Jenderal Pajak, maka dokumen-dokumen yang digunakan tidak berbeda dengan KPP lainnya.
2. Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cicadas telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP). Sama halnya dokumen-dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 tidak dibedakan. Hal ini dikarenakan KPP Bandung Cicadas merupakan Badan Negara.

4.2 Saran 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam pelayanan kepada Wajib Pajak terutama pada Tempat Pelayanan Terpadu :
1. Formulir-formulir yang ada pada meja pelayanan akan lebih terasa nyaman jika di susun di meja pengambilan formulir, di sertai dengan penjelasan mengenai cara pengisian formulir tersebut. Jika terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat langsung ke meja pelayanan.
2. Pemasangan informasi-informasi yang berhubungan dengan aktifitas perpajakan, seperti teknis pelaporan, informasi terkini mengenai perpajakan dan lain sebagainya pada dinding tertentu. Informasi ini dapat juga berupa mading sehingga Wajib Pajak mendapatkan informasi yang berimbang dengan kebutuhan dan keperluannya.
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